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ABSTRACT

This study concludes that the basic legal relahgmbetween credit card
holders with the issuing bank is an agreementdhatbe classified as a raw deal,
because the document containing the clause agreédmsnbeen prepared and
determined in advance by the publisher, in thigdhe bank, as the lender that
accepts only credit card holders or not againstlalises specified (take it or
leave it). In the agreement contained in the rigitd obligations for banks and
credit card holders. Liabilities of the bank arditted to the credit card holders,
and conversely the right bank is a liability foedit card holders. The rights and
obligations of the parties are constrained by ttesgnce of Act No. 8 of 1999 on
Consumer Protection is based on five (5) principleg benefit, justice, equity,
security and consumer safety, and legal certainty.

The credit card customers law protection can ordyréalized with the
participation of the various parties. The creditdcaustomers should be more
proactive to know their rights and also their oatigns and for the banks
preferably was open and give more explanation dutimee hand marker the
application of credit card. With the existencelod balanced condition both from
the bank and the customer than the protectionrunilas expected. Although right
now the government already gave a new regulatiodh@f 2003 on Information
and Electronic Transactions, but in fact the rdiéhe Law is felt not efficient. It
was felt not enough to protect the public and ederd parties, still needed more
representative formulation that can reach all fooinsrime by using a credit card
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A. Pendahuluan
Keberadaan bank dalam kehidupan ini, mempunyainpgeng cukup
penting, karena lembaga keuangan perbankan khusubaynk umum,
merupakan inti sari dari sistem keuangan setiapaNegBank merupakan
lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusaleasbaga pemerintah,
swasta maupun perorangan penyimpan dananya, mké&giatan perkreditan
dan berbagai jasa yang diberikan.

! Sentosa Sembiringdukum Perbankan, CV Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 7



Bank selalu dituntut untuk bersikap profesionalratgpat berfungsi secara
efisien. sehat serta menghadapi persaingan gldbalm era globalisasi
perkembangan ilmu dan teknologi maju dengan peaattgl ini juga terjadi di
dalam sistem perbankan, dimana perbankan diharuskak meyesuaikan diri
dengan perkembangan teknologi tersebut untuk malaygsabahnya dengan
baik.

Kartu kredit adalah salah satu bentuk transaksiemogang tidak berbentuk
uang tunai. Walaupun eksistensi kartu kredit tiddiknaksudkan untuk
menghapus secara total system pembayaran dengaggumakan uangash
atau cek, tetapi terutama untuk kegiatan pembaygaagday to day dengan
jumlah pembayaran tingkat menengah, maka keberadaatu kredit
sesungguhnya dapat menggeser peranan wadg ataupun cek. Untuk
pembayaran yang bukan tingkat menengah, memangpeagn kartu kredit
masih belum populer. Karena, untuk transaksi keoilang cenderung
menggunakan uangash, sementara untuk transaksi yang besar, pilihannya
jatuh pada alat bayar cek ataupun surat-surat gz t@nnya.

Kartu kredit merupakan suatu alat berbentuk kaengyditerbitkan oleh
bank dan dapat digunakan untuk berbagai macamsekainkeuangan. Kartu
kredit diberikan kepada pemegang untuk dapat diymetkan sebagai alat
pembayaran di berbagai tempat yang telah mengadiegasama dengan
penerbit dari kartu tersebut. Kartu kredit, di sargpberfungsi sebagai alat
pembayaran dapat pula berfungsi sebagai alatnigdi bagi seseorang yang
namanya tercantum di dalam kartu yang bersangkiitagga orang dengan
identitas tersebutlah yang berhak menggunakantéssijyang diberikan oleh
kartu kredit yang bersangkutan.

Kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan kartit keddm memenuhi
kegiatan ekonomi menunjukkan perkembangan yangasaegat dari tahun ke
tahun. Sejalan dengan meningkatnya penggunaan keetlit sebagai alat
pembayaran, tingkat keamanan teknologi, baik keamakartu maupun
keamanan sistem yang digunakan untuk memprosesaksiralat pembayaran
dengan menggunakan kartu kredit, perlu ditingkatkgar penggunaan kartu
sebagai alat pembayaran dapat senantiasa bergigam aman dan lancar.

Sistem pembayaran secara elektronik ini dapat mekame kenyaman
dengan proses yang lebih cepat, efisien, waktu gl fleksibel, tanpa perlu
hadir di counter bank, kartu kredit telah memberikan beberapa Kedeb
Namun harus disadari bahwa dengan sifatnya yargtarsebut perlindungan
terhadap nasabah dapat menjadi tidak jelas, dinp@aua akhirnya dapat
mengakibatkan masalah-masalah yang timbul darsake tersebut. Bahkan
nasabah sering berada dalam pihak yang dirugikesalmya transaksi dengan
menggunakan kartu kredit, sebagai contoh adanyaakai yang tidak pernah
dilakukan sebelumnya oleh pemilik kartu kredit namang terjadi adanya
pemberitahuan dari pihak bank mengenai tagihanukéredit tersebut,
perhitungan kredit limit atau saldo yang salah rsgé pemegang kartu kredit
membatalkan transaksi belanja mereka, adanya keldéra nasabah mengenai
suku bunga yang tidak sesuai pada saat perjanfiah,ini jelas sangat
merugikan nasabah pada saat melakukan transaksi.



Saat ini posisi dan kepentingan nasabah belumnmderigi dengan baik, di
lain pihak posisi bank sangatlah dominan yang ter@uakan mengutamakan
kepentingan bank itu sendiri. Hal ini jelas tertidalam perjanjian antara bank
dan nasabah ataupun ketentuan tentang pemakasaatgsproduk bank yang
ditetapkan secara sepihak oleh bank, sehingga detendisi demikian jika
timbul suatu permasalahan nantinya maka tidak ddsslesaikan dalam
waktu yang cepat dengan tanggung jawab yang j8klama ini jika terjadi
suatu permasalahan antara nasabah dengan pihak dagak diselesaikan
dengan mengacu pada perjanjian antara kedua bk gan ketentuan dalam
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlinduikgersumen.

Perlindungan konsumen khususnya kepada nasabahspataekarang ini
semakin terasa penting mengingat semakin cepaajygerkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Akhirnya baik langsuragpan tidak langsung,
konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan datnpak dari
kemajuan teknologi tersebut.

Bagaimana sebenarnya perlindungan hukum yang lihipesikan kepada
pengguna kartu kredit. Hal inilah yang akan diangikah penulis sebagai
pokok pembahasan dan topik penulisan skripsi yasrgudul “Perlindungan
Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit PT. Bank Negkrdonesia
(Persero) Thk Cabang Sudirman Pekanbaru Ditinjau adang-undang No.
8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

. Perumusan M asalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabalBRIT (Persero)
Tbk cabang sudirman pekanbaru sebagai konsumankadit ditinjau dari
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalaemberikan
perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai konskamai kredit PT.
BNI (Persero) Tbk cabang sudirman pekanbaru

. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum daganasabah
sebagai konsumen kartu kredit PT. BNI (Persero) takang sudirman
pekanbaru ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentd?gylindungan
Konsumen.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang merpatghambat dalam
memberikan perlindungan hukum terhadap nasabalgyagk@nsumen kartu
kredit PT. BNI (Persero) Tbk cabang sudirman pekaunb

. Manfaat Penelitian

1. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setigprpang tinggi yaitu
untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh ujiarkumémperoleh
gelar sarjana Hukum.



2. Untuk memperluasa dan menambah pengetahuan pdalaibidang
Hukum, khususnya Hukum yang berkaitan dengan pardgm berjangka
komuditi.

3. Untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dpkmelitian ini
dengan harapan akan dapat memberikan sumbangakinaenkiepada
masyarakat mengenai perlindungan Hukum bagi nasdddam
perdagangan berjangka komuditi.

4. Dapat dijadikan bahan perbandingan untuk peneld@rkutnya khususnya
yang melakukan penelitian dalam masalah yang samaajpat bermanfaat
bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

E. Kerangka Teoritis
1. Perlindungan Konsumen
a. Hak dan Kewajiban Konsumen
Sebagai pemakai barang dan/atau jasa, konsumerlikiegjumlah hak
dan kewajiban. Pengetahuan akan hak-hak konsumaahatial yang
sangat penting agar masyarakat dapat bertindalgaekansumen yang
kritis dan mandiri sehingga ia dapat bertindak Hehauh untuk
memperjuangkan hak-haknya ketika ia menyadari lsdkya telah
dilanggar oleh pelaku usaha.
b. Hak dan Kewajiban Peiaku usaha
Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi paekipelsaha dan
sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikpadkekonsumen,
kepada pelaku usaha diberikan hak sebagaimanadyaiug dalam Pasal
6 dan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
2. Teori Perjanjian
Perjanjian dapat diartikan sebagai perbuatan hukamg mengikatkan diri
untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukanushat dan pihak lain
dapat menuniut atas pelaksanaannya. Menurut pa@da KUHPerdata,
perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama cang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap suatu orang lain ki lainnya. Perjanjian
itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yeembuatnya.
3. Klausula Baku ¢tandard term)
Klausula baku adalah setiap aturan/ ketentuan garatssyarat yang telah
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu sesaghak oleh pelaku
usaha yang dituankan dalam setiap dokumen dan #ganjian yang
mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pengatwiausula baku

% R. Subekti dan R. Tjitrosusibio, Kitab undang-umgl&ddukum Perdata, Pradnya
Paramita, Jakarta, 1996, hal 338



dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang FEeriigan Konsumen
(UUPK).

F. Metode Penedlitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yaeggifat yuridis sosiologis
atau empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengara mengadakan
identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum berlaku dalam
masyarakat.
Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian igoteng pada penelitian
observasional research yaitu penelitian langsutekwkan di lokasi atau
lapangan penelitian dengan mengunakan alat pendampmlata berupa
wawancara. Jika dilihat dari sifathya maka peragiitini bersifat deskriptif
yaitu penelitian ini di tunjukkan semata-mata unto@mberikan gambaran
dari kenyataan secara lengKap.

2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di wilayah kota pekanbaDi pilihnya kota
pekanbaru sebagai lokasi penelitian karena tempalbeyada di wilayah
tinggal peneliti, dimana terdapat permasalahannighhak- pihak yang
terkait dengan masalah perlindungan nasabah kagditkditinjau dari
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlinduikgersumen.

3. Populasi dan Sampel
Populasi adalah populasi dapat berupa orang, b@mdap atau mati),
kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengandsh ciri yang sama.
Sampel adalah himpunan atau sebagian populasPenelitian akan
dilakukan terhadap pelaksanaan perlindungan konsikeeada pemegang
kartu kredit yang bertentangan dengan Undang-Undaerfinundangan
konsumen. Adapun pertanyaan yang akan di berikesuasedengan
permasalahan yang akan di teliti di kaitkan dengaraturan Perundang-
Undangan yang berlaku secara jelas tentang popd&sisampel dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :

% Soerjono Soekanto, pengantar penelitian hukuriyedsitas Indonesia Press, Jakarta,
2005, hal 30

“1bid., hal 53

®lbid., hal 172



No Responden Populasi Sample Persentase
1 | Small Relationship Manager 1 1 100%
2 | Nasabah Pengguna kartu 50 10 20%

kredit BNI cabang sudirman

pekanbaru

Sumber data : Data Olahan

4. Sumber Data
1) Data perimer

Data primer adalah data yang di peroleh iangsualj pkneliti dengan

metode pengumpulan data, instrumen peneliti denglaservasi di

lapangan dan wawancara serta pengamatan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh pemliti berbagai studi

kepustakaan serta peraturan Perundang-Undangan;biok, litalatur

serta pendapat para ahli yang berkaitan denganagataihan penelitian
ini, yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang antaraKaisb Undang-
Undang hukum perdata, Undang-Undang No. 8 Tahu® 1&%ang
Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang No. 1QT&998
tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tah@8 féhtang
Perbankan, Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PB¥2@nggal 6
Januari 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bahbnesia
No0.11/11/PBl/2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatakat
Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, dan perdairanya yang
berhubungan dengan perlindungan hukum terhadapaiassebagai
konsumen kartu kredit.

2. Bahan hukum sekunder vyaitu bahan hukum yang mekaberi
penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu heaiya di
kalangan hukum yang ada relevansinya dengan maseaalah yang
akan diteliti berupa buku-buku, pendapat-pendaped parjana yang
berhubungan dengan skripsi ini.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memdgendetunjuk
atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum rpden€atau
bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, ensikippedjalah,
media massa, internet dan sebagainya.



5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara yaitu metode yang digunakan untuk mertgleroformasi
tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewahg®gatan. Teknik
pengumpulan data ini penulis lakukan dalam bentakyd jawab
langsung kepada responden dilapangan. Respondendyaawancara
yaitu Manager BNI dikota Pekanabdru.

b. Kuisioner yaitu metode pengumpulan data dengan roa@rabuat daftar-
daftar pertanyaan yang memiliki korelasi denganmaealahan yang
diteliti. Adapun respondennya yaitu konsumen k&reedit BNI dikota
Pekanbaru.

c. Kajian kepustakaan yaitu untuk memperolah datarsd) landasan ini
yang mendukung skripsi ini. Penulis mempeiajari bblku, literatur,
maupun catatan kuliah yang ada hubungannya dekgasisni.

6. Analisis Data

Setelah diperoleh data, baik data primer maupua skeikunder, kemudian

pada data tersebut dikelompokkan sesuai dengas @ata. Data yang

diperolen dari wawancara disajikan dalam bentuk h@drasan dengan
uraian kalimat. Setelah data tersebut disajikananggnya peniliti
melakukan pengolahan data dengan cara kualitattti yguatu metode
analisis data yang tidak menampilkan angka-angkbdagse hasil
penelitiannya melainkan disajikan dalam bentuk pemaban dengan uraian
kalimat-kalimat dan dipaparkan dalam bentuk talisa

Hasil dari analisis data ini akan disimpulkan sacdeduktif yaitu cara

berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatutgnyaan atau dalil

yang bersifat umum menjadi suatu pertanyaan yangifaekhusus, yang
mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajgéran.

G. Pembahasan
1. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kartu Kreditinfau Dari
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindukgersumen
Membicarakan perlindungan hukum terhadap nasabdhk tidapat
dipisahkan diri dengan Undang-Undang No. 8 Tahur®91%entang
Perlindungan Konsumen, karena pada dasarnya Urdadgng inilah yang
dijadikan bagi perlindungan konsumen termasuk lealngsabah secara
umum. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Rkamabukan tidak
ada membicarakan tentang nasabahnya di dalamngpi karena Undang-
Undang no. 10 Tahun 1998 hanya bersifat membektahkepada nasabah
semata tidak memberikan akibat kepada perbankarmsetdiri sehingga
dirasakan kurang memberikan perlindungan kepacdzbahsya.

® Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum, RinekiegiJakaarta, 1996, hal 59



Berdasarkan pada hasil penelitian ada beberapaapalaman yang
terjadi pada nasabah kartu kredit pada PT. Banlafdelmdonesia (Persero)
Tbk cabang sudirman pekanbaru yaitu :

a) Pemberian informasi mengenai produk kartu kredimkb&NI yang
kurang jelas.

Pemberian informasi melalui media cetak maupunteeik tersebut

tidak ditunjang dengan penyampaian keterangan yelag mengenai

keuntungan dan resiko dari suatu produk perbanlasehut oleh
petugas. Dari hasil penelitian terhadap 50 respom@sabah pengguna
kartu kredit bank BNI terlihat pada tabel :

Informasi Kartu Responden Persentase (%)
Kredit
Dijelaskan 40 80
Tidak Dijelaskan 10 20

Sumber Data : Data Lapangan

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada casabah pemegang
kartu kredit, sebagian 80% menyatakan bahwa pesarbanformasi
mengenai produk kartu kredit PT. BNI (Persero) Thakang sudirman
pekanbaru telah dijelaskatostumer service, sedangkan 20% nasabah
menyatakan tidak dijelaskan mengenai informasi gkddartu kredit PT.
BNI (Persero) Tbk cabang sudirman pekanbaru. PT. (BErsero) Tbk
cabang sudirman pekanbaru sebagai penerbit kaetlit lkerap kali tidak
transparan dalam menginformasikan sebab akibatmd@langgunaan
kartu kredit. Misalnya, tentang kemudahan dan ifasil penggunaan
kartu kredit yang diberikan. Seringkali kemudahambkdahan itu tidak
di imbangi dengan kemungkinan-kemungkinan yang lbouwerhadap
pemakaian kartu kredit seperti bunga yang tinggigtl@sedur penutupan
kartu kredit. Biasanya konsumen sangat susah sekalik menutup
kartu kredit, disamping pihak bank sendiri yangakidakomodatif.
Alternatif penyelesaiannya yang sering dipergunasi@h nasabah PT.
BNI (Persero) Tbk cabang sudirman pekanbaru derggaa medaisi
karena lebih cepat, murah dan prosesnya sederBaganasabah yang
tidak mengerti mengenai informasi produk kartu KreBT. BNI
(Persero) Tbhk cabang sudirman pekanbaru maka rfasatsebut dapat
menghubungi layanan telepon 24 jam BNI Call

b) Penggunaan Penggunaan kartu kredit PT. BNI (Pegrsdmk cabang

sudirman pekanbaru yawger limit

Transaksi pengguna kartu kredit dibawfibor limit sehingga tidak
diperlukan otorisasi dan pihak penjual tidak bermgan dengan
penerbit kartu kredit. Oleh karena itu pihak pehjidak dapat dikatakan
wanprestasi sebagai akibat terjader limit dari pemegang kartu kredit,



karena pihak penjual telah melaksanakan kewajibangah baik,
sehingga tidak ada alasan bagi penerbit kartu tkneiiuk menolak
membayar tagihan pihak penjual. Sebaliknya pen&astu kredit dapat
dikatakan wanprestasi apabila menolak pembayaggmaia tersebut.
Menurut hasil penelitian Penggunaan kartu kreditkbBNI yang over
limit bisa dilihat pada tabel :

Keadaan Pengguna KarntiResponden Persentase (%)
Kredit

Pernah melampauiover | 4 2,96

limit

Tidak pernah 46 97,04

Sumber Data : Data Lapangan

Penggunaan kartu kredit PT. BNI (Persero) Tbk cgbsumdirman
pekanbaru yang telah melakukan transaksi melehiiaisbmaksimal yang
telah ditentukan, maka PT. BNI (Persero) Tbk cabauglirman
pekanbaru selaku penerbit kartu kredit akan mertkaatdransaksi yang
dilakukan oleh pengguna kartu kre#irena kartu kredit hanya dapat
dipergunakan sesuai dengan limit yang telah dit@amuwleh PT. BNI
(Persero) Tbk cabang sudirman pekanbaru. Ketenttensebut
merupakan tindakamreventif yang dilakukan oleh bank BNI untuk
mencegah terjadinyaver limit yang tidak terbayar.

c) Keterlambatan dalam Keterlambatan dalam melakukambpyaran
tagihan kartu kredit olen pengguna kartu krediekarkelalaian.
Kelalaian dalam pembayaran dapat terjadi karengquara kartu kredit

lupa untuk mengisi rekeningnya dan tidak mampu nagm@b tagihan
hutang yang menumpuk terlalu banyak.. Perbuatagguera kartu kredit
ini merupakan wanprestasi. Menurut hasil penelitj@mg mengakui
bahwa dirinya pernah melakukan keterlambatan datsmbayaran
tagihan kartu kredit seperti terlihat pada tabel:

Keadaan KeterlambatarResponden Persentase (%)
Pembayaran Hutang

Pernah melakukap12 8.89
keterlambatan pembayaran

Tidak pernah 38 91,11

Sumber Data : Data Lapangan

Kalau tagihan itu memang kewajiban konsumen yangishaibayar
maka harus diselesaikan, yang tidak boleh adalahaa&kan kewajiban
itu sehingga si pengguna kartu kredit terbebas kiasajibannya. PT.



BNI (Persero) Tbk cabang sudirman pekanbaru semidiak respon
dengan kelakukan konsumen seperti itu cuma PT. @¥dtsero) Tbk
cabang sudirman pekanbaru hanya membantu konsuagamiana cara
menyelesaikan kasus yamgn-win solution, kemudian tidak merugikan
konsumen dan pelaku usaha, Saat ini PT. BNI (R&rsHok cabang
sudirman pekanbaru memberikan dua opsi dalam pessiah kartu
kredit jika konsumen tidak mampu membayar tunggakaru kredit.
Opsi pertama berupa penghapusan bunga, dan opsia,ke@kni
pembayaran hutang pokok dengan cara mencicil seseaigan
kemampuan. Itu penyelesaian yang PT. BNI (Persé@&til cabang
sudirman pekanbaru lakukan.
2. Faktor-faktor Penghambat Dalam Perlindungan Tennadasabah Kartu

Kredit

A. Dilihat dari sisi pelaku usaha

1) Bank tidak bertanggung jawab untuk memperoleh taidti
penerimaan dari penerima uang. Namun bila halltatsgiminta oleh
pengirim maka bank akan mengusahakannya denganadife biaya
yang dibebankan kepada pengirim. Dalam hal ini esanemiliki
kedudukan yang lemah bila terjadi permasalahanatepghak bank,
sebab pada ketentuan ini disebutkan bahwa bank kidegkewajiban
untuk memperoleh tanda bukti. Bank dapat mengusaimgla dengan
biaya yang harus dibayar oleh nasabah. Apabiladiegermasalahan,
nasabah akan merasa kesulitan untuk mengajukam Ktai pihak
bank. Sehingga pemberian perlindungan hukum kepzatabah
belum dilakukan secara maksimal.

2) Tidak menutup adanya human error yang dilakukam glegawai
bank BN! itu sendiri, sehingga nasabah kartu knegitasa dirugikan.
Sebagai contoh pada saat nasabah ingin melakukasfdr dana,
tidak menutup kemungkinan pihak bank BNI juga mekah
kesalahan sehingga dana yang seharusnya ditrdiulsfierada, hal ini
jelas sangat merugikan nasabah kartu kredit. Bamd Bkan
mengambil tindakan yang tegas dengan cara menggubatau
menyurati pihak nasabah kartu kredit untuk meny@tes masalah
kerugian transfer. Hal seperti inilah selain mekagikepentingan dari
pihak bank BNI itu sendiri juga merugikan pihak alash kartu kredit.
Jelas tidak sesuai dengan UUPK Pasal 4 butir ¢(hpda seharusnya
konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan daarkesah dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa.



B. Dilihat dari sisi nasabah selaku konsumen

1) Nasabah kurang memperhatikan informasi yang jeks lédngkap
mengenai suatu produk perbankan. Informasi yaras jgéan lengkap
merupakan hal yang penting bagi nasabah perbankiak memilih
suatu produk perbankan, sebelum nasabah tersebuntitoskan dan
menggunakan salah sau produk perbankan tersebutinH&dak
sesuai dengan dalam UUPK Pasal 5 butir (a) dimaasabah
berkewajiban untuk membaca atau mengikuti petumtdermasi dan
prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang darjgaudemi
keamanan dan keselamatan.

2) Sikap nasabah yang kurang teliti terlihat pada saatbah tersebut
mengisi aplikasi atau formulir. Dimana nasabah kidaembaca
terlebih dahulu mengenai ketentuan dan persayasaag terlampir
pada aplikasi atau formulir tersebut. Menurut UUP&sal 5 bultir (a)
dimana nasabah berkewajiban untuk membaca atau iknéng
petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau ptratan barang
dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.italdiang-kadang
tidak dilakukan oleh nasabah, sehingga mengakibdtkaugian pada
diri nasabah itu sendiri. Hal ini terkait dengardkéukan nasabah
yang lemah.

C. Dilihat dari sisi lain

Kurang berperannya pihak-pihak yang terkait dermmafindungan

terhadap nasabah Kartu Kredit, yang terdiri dari:

1. Bank Indonesia
Bank Indonesia selaku bank sentral yang mempunygst sebagai
pembina dan pengawasan terhadap bank-bank yanglieskakan
belum berperan aktif dalam penggunaan sistem BlactrFunds
Transfer khususnya kartu kredit, belum ada Undamglaldg secara
efektif yang mengatur tentang penggunaan sistem ini
Peraturan mengenai kegiatan usaha bank ini dialand Pasal 29
ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentardpah&an.
Dimana dalam pasal ini mengatur mengenai prinsipatéatian.
Pengaturan prinsip kehati-hatian ini dilaksanakiah &arena nasabah
tidak berada dalam posisi untuk mengetahui dan lmekeamanan
dan kesehatan serta tidak memiliki informasi yaogup mengenai
kegiatan usaha dari bank tersebut.

Meskipun pihak Bank Indonesia telah memberikan ipaduhgan
hukum kepada nasabah kartu kredit dengan cara ho@mniggen
Peraturan Bank Indonesia (PBI),



yang berupa :

a) Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI1/2005 Tentarangparansi
Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribaiabah.
Tujuan dikeluarkannya PBI oleh Bank Indonesia imalah
membantu nasabah perbankan dengan cara membarfhamasi
secara transparan mengenai suatu produk bank, atat#a resiko
yang melekat pada produk bank tersebut serta miaatiken
perlindungan terhadap hak-hak pribadi nasabah dalam
hubungannya dengan bank.

b) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/7/PBI/2005 @&egt
Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Tujuan dikelugk&Bi oleh
Bank Indonesia, adalah memberikan perlindungan iukasabah
dan menjamin hak-hal nasabah dalam hubungannysaddmank
serta mengatur penyelesaian pengaduan nasabalakegad

c) Peraturan Bank Indonesia N0.8/2/PBI/2006 tentanguldadan
Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang
penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengaggomeakan
kartu.

Meskipun Bank Indonesia sudah mengeluarkan Perat@ank

Indonesia (PBI) namun dirasakan belum efisien. iK&redit sudah

menjadi suatu kebutuhan masyarakat sebagai pemggdat

pembayaran secara tunai. Diharapkan pihak bank I&irsikap
proaktif, sebagai dasar tercapainya perlindung&uinubagi nasabah
kartu kredit. Dimana peran pemerintah, dalam halagalah peran

Bank Indonesia diharapkan mampu untuk menyelesaikan

permasalahan yang timbul anatara pihak bank sgbekaku usaha

dengan pihak nasabah kartu kredit selaku konsumen.

Diharapkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.1®B02008

tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesial) (PB

No.7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan bhlaskapat

lebih berperan untuk menunjang Undang-Undang Noaldun 1999

tentang Perlindungan Konsumen.

. Lembaga Perlindungan Konsumen

Lembaga perlindungan konsumen belum berperan se&sfadalam

memberikan perlindungan kepada konsumen termasyk kepada

nasabah perbankan. Hal ini dikarenakan kurangngaalsasi dari
lembaga tersebut sehingga nasabah perbankan tidailika
informasi yang cukup mengenai keberadaan dari lgmbai. Dari
hasil penelitian diketahui bahwa apabila terjadinpesalahan antara
nasabah perbankan dengan pihak bank maka pengslegai



dilakukan secara musyawarah antara nasabah deitgdnbank. Hal
ini disebabkan karena menyangkut kredibilitas ndraak tersebut
dimata masyarakat.
H. Penutup
1. Kesimpulan
1) Perlindungan hukum terhadap nasabah penggunankgsa kredit
belum berjalan sebagaimana mestinya, meskipun pleahkk telah
memberikan perlindungan hukum hal ini dapat tetlgeaa saat:

a) Memberikan informasi mengenai suatu produk atauasa-jasa
perbankan terhadap calon nasabah ataupun nasabak, vmgjib
memberikannya secara transparansi. Hal ini se®regath ketentuan
dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bank IndoNesi#6/PBI1/2005
Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan amgan Data
Pribadi Nasabah.

b) Penggunaan kartu kredit PT. BNI (Persero) Tbk cgbsimdirman
pekanbaru yang telah melakukan transaksi melelatasbmaksimal
yang telah ditentukan, maka PT. BNI (Persero) Tékaog sudirman
pekanbaru selaku penerbit kartu kredit akan meniaataransaksi
yang dilakukan oleh pengguna kartu kredit karenmtukieredit hanya
dapat dipergunakan sesuai dengan limit yang tatehtdkan oleh PT.
BNI (Persero) Tbk cabang sudirman pekanbaru. Ketentersebut
merupakan tindakarpreventif yang dilakukan oleh bank untuk
mencegah terjadinyaver limit yang tidak terbayar.

c) Kalau tagihan itu memang kewajiban konsumen yamngshdibayar
maka harus diselesaikan, yang tidak boleh adalamiaaiakan
kewajiban itu sehingga si pengguna kartu kreditbdbas dari
kewajibannya. PT. BNI (Persero) Thk cabang sudirmakanbaru
sendiri tidak respon dengan kelakukan konsumenrtséjoecuma PT.
BNI (Persero) Tbk cabang sudirman pekanbaru hanganbantu
konsumen bagaimana cara menyelesaikan kasus yangwiwi
solution, kemudian tidak merugikan konsumen daakpelisaha, Saat
ini PT. BNI (Persero) Tbk cabang sudirman pekanlmmemberikan
dua opsi dalam penyelesaian kartu kredit jika koresutidak mampu
membayar tunggakan kartu kredit. Opsi pertama lzepgnghapusan
bunga, dan opsi kedua, yakni pembayaran hutangkpdéogan cara
mencicil sesuai dengan kemampuan. Itu penyelesaag PT. BNI
(Persero) Tbk cabang sudirman pekanbaru lakukan.



2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam petedesa perlindungan
hukum terhadap nasabah kartu kredit antara lairputel
a) Dilihat dari sisi pelaku usaha, dimana pihak bankI Bidak

bertanggung jawab untuk memperoleh tanda bukti rpeaan dari
penerima uang dan juga tidak menutup adanya huntamn gang
dilakukan oleh pegawai bank BNI itu sendiri.

b) Dilihat dari sisi nasabah selaku konsumen, dimaasalbah kurang
memperhatikan informasi yang jelas dan lengkap mesgsuatu
produk perbankan dan juga sikap nasabah yang kueditigterlihat
pada saat nasabah tersebut mengisi aplikasi ataulia

c) Dilihat dari sisi lain, kurang berperannya pihakak yang terkait
dengan perlindungan terhadap nasabah Kartu Kregliers Bank
Indonesia, dan lembaga perlindungan konsumen

2. Saran

Berdasarkan pada hasil penelian dan pembahasarka npenulis

memberikan saran-saran antara lain sebagai berikut:

1) Upaya perlindungan hukum terhadap nasabah kartitkranya dapat
terwujud dengan adanya partisipasi dari berbadalpiPihak nasabah
harus bersikap lebih proaktif untuk mengetahui Hak kewajibannya
dan juga pihak bank hendaknya lebih bersikap tertuldn memperabiki
kinerjanya, sehingga hubungan hukum antara pihak 8dangan nasabah
kartu kredit akan berjalan dengan baik karena kdmlah pihak saling
mengetahui akan hak dan kewajibannya masing-masse)ingga
kepercayaan nasabah terhadap pihak bank akan semekingkat.

2) Pihak perbankan, dalam hal ini PT. Bank Negara ned@ Cabang
Sudirman Pekanbaru hendaknya dapat bekerjasamaarddegbaga
konsumen atau badan lain yang dianggap bisa mewkdplentingan
nasabah sehingga secara bersama-sama dapat meaiarkizmisula yang
memenuhi kebutuhan para pihak dan tidak melanggaurukepatutan
demi kepastian hukum dan sekaligus juga harus luiksen kesepakatan
penafsiran atas klausa-klausa yang bersangkutan.
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